
BUPATIS UMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BAHAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BAKAT

NOMOR ¿$ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SETELUK REA

DIKECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAUSA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor1 Tahuri 2017 tentarig

Penataan Desa, perlu menetapkan Peratiiran Bupati tentang

Pembentukan Desa Persiapan Seteluk Rea di Kecainatan Seteluk

Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukkan Daerah-Daerah TingkatI Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undarig Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukkan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Irldonesia tahun 2014 NomOr 7,

Tambahan Lembaran Negara Reptiblik Indonesia Nomor

5495);

s. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara HepublikIndonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587a sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Ifedua AtasUndang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembarari Negara Republic Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
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lt). Prrnltlı'ıııı flııernlı Nomoı ü7 Tnhun 2006 tentang

l'ı•ııı1›ı•ıı1ılknIı, I•‹•ııpynlıııngnn olun ['rrıghopuoan Desa

|l.vnıl›nraıı Dnerah Knl›tlpaten Su mbawfl ÖflFnt Tahun 2006

Nonıor 27, TnmbahRrl Lembarnn Daerah Kal›upat.en

Sumbasva Barat Tahun 2006 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

6ienetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA

PERSIAPAN SETELUK REA DI KECAMATAN SETELUK

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Desa iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaterı Sumbawa Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daeralı dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otorıomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi keıvenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati 5umbawa Barat.

S. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian v'ilayah dan

Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

r•merintahan di ıvilayah kerja kecamatarı yang dalam pelaksanaan tug.sen; ‹u

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/ \Valikota

untul‹ mcnangani sebagian urusan otonomi daeralı, dan pcnvclcnggaraan

tugas u mum pcmerintahan.
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1‹ c:ı ı«lnltılı tlt en ‹1.nı tim .ıı ntlnt et au ;'ang clisebut dengan nama 1ai>l›

.«•l.ini ııtrtj tı dist•1›ııt l3t•sn, ıulnlnh kesattıan masyarakat hukum yarıg yan8

rtu•ırıiliki t.t.m »‘il:13’‹ı1ı yan‹a herwcnang untrtk mengatur dan mengurus

tu'\1s ın p‹•ıııt•ritıttıl1nn. 1.cpcntingarı nıasyaral‹at setempat berdasarkan

r‹ık:um..ı rı1‹1.sj’ı1ı‹ık:lı. link ıısal usul, han/ntau hak tradisional yangdiakui

11:ın tlilıt›ı’ııı.iti tlnlnrn sistem pemeıintahan Negara Kesatuan Republik

lt1ılr^1\c'>”İtL

1‘ ’un riııın1ı.ın H -su ndnlnlı petı elenggnraan ıırıısen pemerintahan dan

k p‹ıı1iıı;¿ n rntıcs¿ aral‹at setenıp‹wt dalam sistem pemerintahan Negara

Itti H nun k • nı l›1i1‹ 1tıdt›ııt•sia.

P -ıııcı‘iııtıı1ı Deesn nrlnlalı thepala Desa atau yang clisebut dengan nama lairı

tlil›:kutu p‹•ı arı*qkat desa .neba*qaiı rushr pen; elenggara Pemerintahan Desa.

k:ıtLrı f“‹•ı tum c3‹ııa tarı Dre.a¿ nu* selanju t n¿a clisingkat BPD atau3 ang disebut

‹l‹•tı‹y.ın n.hıı.t lain adalah 1errlba*qa\ ang lne1al‹sanakan fungsi pemerintahan

’.ÂÎÂ . ÎÎ %b Î:ın¿’n mei u pal«rn ıı'aliil dari penduduk Desa berdasarkarı

1‹t•tt-ıax:ık il.nı ıı‘i1‹u›’alı da n (Jit et apl.an secara demokratis.

Û Â “C Î‘ÛıÜ ĞÎÂ .Â .ÂÂ J8.Â%ian daı'i saat tı atan lebih Desa yang bersanding yang

PEi\IHE NTU 1?.\N. C UYU P›\N DAN B›\TAS \V1LAâ’AH

Pasal2

Dengan Peratılran Eitıpati ini dibentuk Desa Persiapan Seteluk Rea sebagai

pernekaran dari Desa Setelıık Ten3alı cli lîecamatan Sete1ul‹ I(abupaten Sumbaxva

Har«t.

Pasnl3

{ 11 Desa Persinpan Seteluk Rea tertliri hari is ilayah yang meliputi Dusun Selayar,

Dustin Pamongo dart Dustin Bda Sea denganbatas-batas sebagai berikut:

.u. sebelumU tnra berbat‹usan denq•‹un Desa Tebo liecamatan Poto Tano dari

Desa Senayan l‹ecnmatan Poto Tano:
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b. stu liih k“elainn bc•rt›ntnonn drngnn Desn Tnpir Keeamatan Seteluk;

c. s›el›eliili 7hmtir lx•rbntnann tiengan Dean Seteluk Tengah Kecamatan

.$f‘1Pli1li: ililFi

tl. -belnli Dtirnt berbatneaii dengan Dess Mantor Ifecamatan Poto TaflO.

(3) Hut:ice iviln;’nli Desn Persiapnn Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada

q‘nt (1) tiipknmbnrlinn tlnlam peta wileyah sebagaimana tercaritum dalam

lnmpirnn; ring mertipaknn baginn yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Biipnti int.

(3) Peneta un, penegasnn clan pengesahan batas wilayah Desa Persiapan

<ete1tik Ree dilekuknn sesviai peraturan perundang-undangan setelah

ditetopkan rnenjadi Dess definitif.

Pasal4

Derip•on tlibentuknya Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud

ttnlam Pnsal 2. » ilayah Desa Seteluk Tengah dikurangi dengan wilayóh Desa

Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IlI

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penjabat Ixepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal5

Pemerintahan Desa Persiapan Seteluk Rea dilaksanakan oleh Penjabat Kepala

Desa2 ang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal6

(1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam PasalS berasal dari

Pegaıs'ai Negeri Sipil Pemerintah Ilabupaten Sumbawa Barat dengan

pers3'aratan:

a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;

b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan

dengan rinayat peke;jaan; dan

c. penilaian kineıja pegaıvai selama5 (limaJ tahun sekurang-kurangnşa

bernilai baik.
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(3)

(2) Penjob.ut Kepala Desa sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) diangkat oleh

Bupati setelah meneiima surat Gubemur yang mcmuat kode registrasi

DesaPersiapan Seteluk Rea.

(3) Pengangl‹atan PenjabatIlepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan I(eputusan Bupati.

Pasal7

Perangl‹at Desa sebagaimana dimal‹sud dalam Pasal 5 berasal dari

Pernngkat Desa dai'i Desa Scteluk Tengah yang berdomisili di ivilayah Desa

Persiapan Sete1til‹ Rea.

(2) Dalam halPerans*tat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya

tÍCl£tli SeStiai l‹ebutuhan, Penjabat Itepala Desa dapat mengangkat

Perangkat Desa.

Pengangkatan Perangi:at Dese sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilo1csanal‹an berdasarI‹an peraturan perundang-undangan.

Pasal8

(1) Penjabat líepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal s memiliki

keu'enangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dengan

tugas:

a. penetapan batas wilayah Desa sestiai dengan kaidah kartografis;

b. pengelolaan angq•aran operacional Desa persiapan yang bersumber dari

APB Desa Desa induk;

c. pembentulian strul‹tur organisasi Pemerintah Desa;

d. pengangkatan perangkat Desa;

e. pen3•iapan fasilitas dasar bagi pendudult Desa;

f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi

pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan

kesohatan; dan

h. pembukaan perhubungan antar Desa.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabat

I£epala Desa melakukan kegiatan:

a. menyusun rencana kerJa pembangunan Desa dengan

mengikutsertakan partisipasi masyaraliat Desa persiapan untuk

disampaikan kepada Kepala Desa induk; dan

b. ikut serta dalam pembahasan APB Desa Desa induk.
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(1}

(2)

(3)

(1)

(3) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2} Penjabat Ilepala Desa bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Kepala Desa induk.

Bagian Kedua

BPD

Pasal9

Pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Seteluk Rea yang

menjadi kewenangan BPD dilaksanakari oleh Anggota BPD Seteluk Tengah

yang berdomisili di Desa Persiapan Seteluk Rea.

Dalam haltidak ada Anggota BPD Seteluk Tengah yang berdomisili di Desa

Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan

fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan 8eteluk Rea yang menjadi

kewenangan BPD dilaksanakan oleh Anggota BPD Seteluk Tengah sampai

dengan terbentuknya BPD setelah Desa Persiapan Seteluk Rea ditetapkan

menjadi Desa der<iuf.

Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara

demokratis sesuai peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV

PELAPORAN DAN DVALUASI

Pasal 10

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan

perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Seteluk Rea secara berkala setiap

6 (enam) bulari sekali kepada:

a. Bupati melalui Camat Kecamatan Seteluk; dan

b. Kepala Desa Seteluk Tengah.

(2) Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Seteluk Rea

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas

Penjabat Kepala Desa dalam persiapan pembentukan Desa definitif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1).
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{.I 1.«l"" ‹''' ı'l:‹il l›‹'lıı l•:ııın ı nın I ı q'u:ı l'‹'ıı İtiI tut 1(r'{ııı lu Dı:'ına s".b•°fj•°ima***

‹liv Hllifil It1 }*ııt1ıt rwltt {ü) lııı'ıı |ıııIi hııhııu ı!vılltııı!ıl l«'1ııyiı l‹nn hı:na Prr*iupan

*‹'I t’1 t I li 1 t’ı ‹ I ıJ›‹'ı t ı1 u ı‹'n} ıı‹Ii 1 lı“. nı il ı‘fiu it i f,

l3fil3 lV

l’l'JM IÇIN/\AN INAN PKNCAWAS/\N

(1) l1tt)›ııti ıııt•la ltti l•‹•ı .tııgl‹at Da‹•ı’.ım ynng membidangi Pemerintahan Desa

tlıııı/ ılttıtl C‹ınıat ıııt•1ııl‹ıı han pcmbİl2üan clan pengawasan terhadap

;8t‘1I)’('lt'11 iI1’‹Iaıl Penlcı'iıata han Dcsa PelSİapan Seteluk Rea.

z*) l't’Iîî JıllilĞ 14 (Ji114 }ıcngawasan sebagaima na dimaI‹sud pada ayat (1)

t1i 1ul‹satruh arı 1ı‹•ı ‹lnsarl‹an ¡acr‹uturan perundang-undangan.

BAB V

PE MBIAYAAN

hasat12

(1) Anggaıan Jacrnbangu na n s.at.an.a dan prasarana serta alokasi biaya operasional

Desa Peısiapan Sete1ul‹ bea be rscımber dari APB Desa Seteluk Tengah.

(2) A1o1‹asi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak

30*Z« ‹lari APB Desa Seteluk Tengah.

(3) Dal‹um hal terdapat anggaran pembangurıan sarana dan prasarana Desa

Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak mampu

dibiayai dan APB Desa Seteluk Tengah pembiayaannya dibebankan kepada

APBD habupaten Sumbawa Barat.

(4) Anggaran pembangunan sarana dar prasarana Desa Persiapan Seteluk Rea

yang pembiayaarırıya dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumbawa Barat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui APB Desa

Seteluk Tengah.
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lîl*1‘I’.NI UAN l’ÜNUTUf’

Pnsal 13

Pvuıtıı nın Hu pntı ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkarı.

Ap,‹ar sett.up orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

£ltipati ini dengan penempatRnnya dalam BrlFita Daerah Kabupaten S umbawa

Bamt.

Dinndangkan diTaliwang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

2021

Ditetapkan diTaliwang

,pada tanggal

, BU ATI.SUMBAWA ARAT,

.W.MUSYAFI IN

NOMOR

2021
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